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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat

Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tangga lahir 10 Maret 1975, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Huta IV Tempel Jaya, Nagori, Kecamatan,
Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.
Advokat/Pengacara pada kantor M. Irvan K, S.H. & Rekan,
berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori
Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten
Simalungun (BIk. PA Simalungun), berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 Januari 2022 vyang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register
Surat Kuasa Nomor 68/KH/PA.Sim/2022 pada tanggal 17

Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, 22 Februari 1971, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Huta IV,
Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan para saksi di

persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022
yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di
bawah register nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Sim. pada tanggal 17 Januari 2022
telah mengajukan perkara Itshat Nikah dan Cerai Gugat dengan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 24 Oktober 1994 di rumah orang tua Penggugat di Huta IV, Nagori,
Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dengan wali nikah ayah
kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Pemohon, dimana dalam
pernikahan tersebut maharnya berupa seperangkat alat sholat dan sebagai
saksi saudara kerabat dekat Penggugat sendiri yaitu Saksi ke | dan Saksi
ke Il;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor
Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus perawan dan

sementara Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan Itsbat Nikah dan Gugatan
Cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak/belum pernah mendapat

atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah
dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram

maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang

tidak pernah pindah agama ( masih beragama Islam);

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di Nagori Tempel Jaya selama lebih kurang 2 tahun,

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman
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bersama di Nagori Tempel Jaya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah

ranjang dan tempat tinggal;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan
Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami

isteri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
a. Bayu Adjie Dewantara, laki-laki, lahir tanggal 01 Mei 2000;
b. Dian Cahya Maharani, perempuan, lahir tanggal 10 Februari 2005;

9. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik,
rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar bulan Juni 2010, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena:

a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
b. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat.

10.Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin lama semakin memuncak sehingga pada bulan Maret 2015, yang
disebabkan Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi
kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena
masalah tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
dan sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan
tempat tinggal,

11.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk
menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain
dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga
terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara
Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;

12.Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat
uraikan di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung

selama + 28 (dua puluh delapan) tahun dan memperhatikan pula
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perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak
(Penggugat dan Tergugat);

13.Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat
selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

14.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang

Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas
dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,
maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi
didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan
Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam
pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan

tersebut dipertahankan lagi;

15.Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara
Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya
menyebutkan bahwa:
“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga”.

16.Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup
alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama

sebagai suami isteri.
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17.Bahwa selanjutnya patut apabila penggugat dihukum untuk membayar

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana
Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan
Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan
memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan
Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 24 Oktober
1994 di rumah orang tua Penggugat di Huta 1V, Nagori, Kecamatan Bosar
Maligas, Kabupaten Simalungun;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Atau
Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Penggugat telah memberi
kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya dalam persidangan advokat
dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat
kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili
kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi

nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat dan rukun
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kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap
dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis

Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, di persidangan
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa
Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----------- , yang aslinya dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Januari 2022,
bermeterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan
aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan
tanda P;

Selain bukti tertulis Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah

mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi ke | dari Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Huta IV, Nagori, Kecamatan, Kabupaten

Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Abang Sepupu Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di di rumah orang tua
Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Huta IV, Nagori, Kecamatan
Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 24 Oktober 1994;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dan
Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Penggugat;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

berstatus jejaka dan sama-sama beragama Islam;
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- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah
dua orang laki-laki yang bernama Saksi ke | dan Saksi ke Il, sedangkan
maharnya berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau
hubungan sesusuan yang menghalangi Penggugat menikah dengan
Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan
dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan dalam
rumah tangga dan Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara lansung
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015, Tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,;

- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pihak keluarga telah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat.

2. Saksi ke Il dari Penggugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Huta IV, Nagori, Kecamatan, Kabupaten
Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Abang Sepupu Penggugat;
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- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di di rumah orang tua
Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Huta IV, Nagori, Kecamatan
Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 24 Oktober 1994;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Penggugat dan
Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Penggugat;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah
dua orang laki-laki yang bernama Saksi ke | dan Saksi ke I, sedangkan
maharnya berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau
hubungan sesusuan yang menghalangi Penggugat menikah dengan
Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan
dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan dalam
rumah tangga dan Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara lansung
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2015, Tergugat pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama,;
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- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pihak keluarga telah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan akhir, bahwa
Penggugat tetap dengan gugatannya untuk itsbat nikah dan bercerai dengan
Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada
segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan
Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya tanggal 11 Januari
2022, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim
menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan
persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi

Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3),
(4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan
rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena
Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian
Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat
dengan Tergugat diitsbatkan dan Penggugat juga mengajukan cerai gugat
dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam
halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu
dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan
Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status
pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar

adanya perceraian;
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Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat dengan
Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan
dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini
Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kwalitas
kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya
Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat aquo (Vide pasal 7
ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk mengesahkan
perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 1994 di rumah
orang tua Penggugat di Huta IV, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun,
dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dalam
hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat
3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti berupa P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di
persidangan merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan
Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 10
Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti a quo
secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan secara materil
(substansi) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Surat Keterangan dari
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, yang memberi bukti
bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah, namun pernikahan tersebut
tidak tercatat sebagai dokumen sah pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Bosar Maligas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan
Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan
Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang

saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 24 Oktober 1994 di rumah orang tua Penggugat di Huta IV Tempel
Jaya, Nagori Tempel Jaya, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten
Simalungun, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama
Ayah Kandung Pemohon, mahar berupa seperangkat alat sholat dan

sebagai saksi yaitu Saksi ke | dan Saksi ke I;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah,
hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang menghalangi sahnya

perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat berstatus gadis dan

Tergugat berstatus jejaka;
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4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam
sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan
pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya
berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka penikahan

Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut telah
bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum
di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang
mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan
pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul
Figh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh

Majelis Hakim,sebagai berikut :

L il o o g s ol alale g 3l g 3 s ) 3 G se (g0
Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu

sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri

selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilakukan setelah tahun 1974 namun itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat
adalah untuk kepentingan perceraian Penggugat maka hal ini dapat dibenarkan

berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka permohonan itsbat nikah Penggugat pada petitum point 2 dapat
dikabulkan;
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Menimbang bahwa terkait masalah gugatan Penggugat tentang

perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pengugat dan Tergugat
tersebut di atas, karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak
yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraiannya
Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang juga menjadi saksi
dalam permohonan isbat nikahnya yang bernama Saksi ke | dari Penggugat
sebagai saksi | dan Saksi ke Il dari Penggugat sebagai saksi ll;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil
yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai
dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat,
dapat diketahui bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui secara jelas
mengenai sebab terjadinya perselisihan dan tidak harmonisnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dan hal ini sejalan dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan tidak
harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah
sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang, serta
usaha damai yang telah dilakukan pihak keluarga. Dengan demikian
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah
memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada
tanggal 24 Oktober 1994;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai
namun sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2010 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memberi
uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga dan
Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-
kurangnya sejak pertengahan tahun 2015, sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya
memberi nasihat kepada Penggugat supaya dapat rukun kembali, namun tidak
berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap
pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis
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Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

dan tidak harmonis lagi (marriage breakdown);

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan
pertengkaran serta ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, hal
tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, telah mengakibatkan pecahnya perkawinan dan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat
diwujudkan lagi, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran surah

ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya,;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga
kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari
perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah
jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban
penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk
tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan
(mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik
maslahah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah
figih yang berbunyi:

Fladl s e adia auliall ¢ o

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik

(mempertahankan) kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan
Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat
dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus® dan “tidak ada

harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“

Halaman 16 dari 19 halaman,Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut
adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19
Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan
keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan
sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan

demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan
serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-
Sayid Sabiq dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 412 yang selanjutnya

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:
a9t aza (Blay Laa oIV OS5 7 530 il jie) o Aa g ) Ay ol (6 Wa) sen il 1)
Al Adlblgilhalagin ~3a¥) e oaldll Jac g Lagllial (5 jdall

Artinya: “Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang
diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan
suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,
maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim

berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
yang menentukan bahwa talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan
Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1994 di
rumah orang tua Penggugat di Huta IV, Nagori, Kecamatan, Kabupaten
Simalungun;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami
Muhammad Irsyad, S.Sy., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, limas,
S.H.Il., M.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu
oleh Eka Ariyandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman,Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irsyad, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

IImas, S.H.l.,, M.Sy. Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Ariyandi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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